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BERITA DAERAH KOTA BOGOR 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAHUN   2009  NOMOR  5 SERI   D  
 

PERATURAN WALIKOTA BOGOR 
 

NOMOR  29  TAHUN   2009 
 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BOGOR 

NOMOR 35 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI,  
TATA KERJA, DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL 

 DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI,                     
DAN INFORMATIKA 

 
WALIKOTA BOGOR, 

 
 

 

Menimbang : a. bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika 
merupakan perangkat daerah yang melaksanakan tugas 
penyelenggaraan urusan teknis di bidang perhubungan, 
komunikasi, dan informatika; 

b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Walikota Bogor 
Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, 
Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural              
di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi,
dan Informatika, huruf G Uraian Tugas Jabatan Kepala 
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkitan antara 
lain melaksanakan pengawasan kelancaran pemungutan 
retribusi, pajak, dan pembinaan juru parkir, serta 
melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan 
pendapatan retribusi dan pajak parkir daerah; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c, 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
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tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam 
melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum 
Daerah berwenang melaksanakan pungutan pajak 
daerah, sehingga terhadap Lampiran Peraturan Walikota 
Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu 
disesuaikan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud padal huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 
menetapkan Peraturan Walikota; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 3041) sebagaimana  
telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  43 
Tahun  1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999  Nomor   168,   Tambahan   Lembaran   
Negara    Republik   Indonesia Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 
Seri E); 

10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan  Kota Bogor (Lembaran 
Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E); 

11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D); 

 
 



 4

MEMUTUSKAN: 
 

 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN 

ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BOGOR 
NOMOR 35 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, 
FUNGSI, TATA KERJA, DAN URAIAN TUGAS 
JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DINAS 
PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA. 

 

Pasal  I 
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Bogor Nomor 35 Tahun 2008 
tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan 
Struktural di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika 
huruf G diubah, sehingga secara keseluruhan huruf G Lampiran Peraturan 
Walikota Bogor Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata 
Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas 
Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika harus dibaca dan berbunyi 
sebagai berikut: 
 

G.  KEPALA UPTD PERPARKIRAN 
 

1 Memimpin pelaksanaan tugas lingkup  UPTD Perparkiran. 
2 Menyusun rencana dan program kerja UPTD Perparkiran. 
3 Mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan 

tugas kepada bawahan.                    
4 Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan 

dan upaya meningkatkan produktivitas kerja. 
5 Menyusun konsep kebijakan pada UPTD Perparkiran. 
6 Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman serta petunjuk teknis 

kegiatan pada UPTD Perparkiran. 
7 Menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan UPTD 

Perparkiran. 
8 Menyiapkan bahan penyusunan Standar Operating Procedure (SOP) 

penyelenggaraan perparkiran. 
9 Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada juru parkir. 
10 Menyiapkan bahan pengaturan, penertiban, dan pengawasan 

pelaksanaan kegiatan pelayanan jasa parkir. 
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11 Menyusun rencana teknis penerimaan retribusi dari hasil rencana 
pengembangan lahan parkir. 

12 Menyusun rencana kebutuhan UPTD Perparkiran 1 (satu) tahun 
anggaran. 

13 Mengoreksi data olahan yang berkaitan dengan hasil pendapatan 
dengan jumlah karcis yang terjual. 

14 Menyusun RKA dan melaksanakan DPA. 
15 Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait. 
16 Memberikan saran pertimbangan kepada atasan. 
17 Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 

UPTD Perparkiran. 
18 Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

 
 

Pasal  II 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor. 
 

                         Ditetapkan di Bogor 
        pada tanggal 9 Desember 2009 

       

     WALIKOTA  BOGOR, 
     ttd 

 DIANI  BUDIARTO 
Diundangkan di Bogor 
pada  tanggal 9 Desember 2009 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, 
 
 
 

BAMBANG GUNAWAN S. 
BERITA DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN 2009   NOMOR  5   SERI  D 
 




